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PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 
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Dari pelbagai uraian yang telah disampaikan penulis di bab-bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan kemudian bahwa: 

1. Penggunaan karakter pertamini terhadap karakter pertamina ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis bahwa merek pertamini dengan karakter mereknya 

yang menyerupai secara keseluruhan dan memiliki persamaan pada 

pokoknya terhadap merek yang dimiliki oleh PT Pertamina yaitu 

merek dengan karakter pertamina. Dikatakan demikian karena 

apabila ditinjau melalui keilmuan intelektual adalah menyerupai 

gambar, logo, nama, kata, huruf, dan susunan warna yang dimiliki 

merek pertamina, sehingga diantara kedua merek tersebut dapat 

dikatakan bahwa merek pertamini melakukan tindak peniruan merek 

terhadap merek pertamina berdasarkan ciri-ciri yang telah dipaparkan 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. Namun dalam praktiknya, PT Pertamina 

memberikan kelonggaran terhadap aturan yang berlaku, dengan 

mengeluarkan pernyataan bahwa pengguna merek pertamini dapat 

menjadi penyalur BBM resmi dengan diberikannya izin oleh PT 

Pertamina sebagai sub-penyalur BBM karena dinilai merek pertamini 

telah melekat oleh masyarakat dan tidak lagi mempermaslaahkan hal 

tersebut.Terdapat Itikad tidak baik dalam penggunaan merek dagang 

pertamini terhadap merek dagang pertamina ditinjau dari uraian yang 

telah dipaparkan adalah karena tidak adanya izin yang dimiliki 
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pengguna merek pertamini dalam hal pendaftaran merek resmi, juga 

dalam kepemilikan izin usaha kepada pihak pertamina sebagai sub-

penyalur resmi BBM di Indonesia. Itikad tidak baik berupa hal tidak 

adanya izin-izin tersebut jelas memenuhi komponen dari penjelasan 

itikad tidak baik secara subjektif berupa suatu kejujuran seseorang 

dalam melakukan tindakan hukum, juga secara objektif yaitu berupa 

kepatuhan terhadap norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai 

dan patut oleh masyarakat.51

                                                           
51Syamsudin Qirom Meliala, Loc.Cit  hlm.38. 

 Komponen itikad tidak baik secara 

subjektif maupun objektif juga dilihat dari keadaan batin dari para 

pelaku yaitu dengan tidak boleh dicemari dengan maksud-maksud 

untuk melakukan tipu daya atau tindakan curang sehingga 

menimbulkan persaingan usaha yang tidak baik. Itikad tidak baik 

tersebut tercermin dengan keberadaan merek dengan karakter 

pertamini yang meniru merek dengan karakter pertamina sehingga 

menimbulkan kebingungan di masyarakat selaku konsumen, 

didukung dengan berlakunya Pasal 21 Undang-Undang Merek dan 

Indikasi Geografis menjadikan pondasi hukum terhadap itikad tidak 

baik yang dilakukan pemilik merek dengan karakter pertamini benar 

bahwa terdapat itikad tidak baik yang terkandung didalam 

perbuatannya  yaitu menggunakan merek pertamini yang menyerupai 

pada pokoknya dan secara keseluruhan merek pertamina. Merek 

dengan karakter pertamini juga dapat dikatakan beritikad tidak baik 
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karena tidak adanya izin kepada pihak pertamina selaku penyalur 

BBM resmi untuk mengajukan dirinya menjadi sub-penyalur resmi 

BBM.  

2. Pada penyelesaian sengketa merek antara pertamini dengan 

pertamina, PT pertamina selaku pemilik resmi merek dengan karakter 

pertamina kemudian memilih untuk tidak membawa sengketa kasus 

ini melalui jalur litigasi, dan memilih untuk melalui jalur non-litigasi 

berupa pemberian izin kepada siapa saja yang ingin menjadi sub-

penyalur BBM dapat mengajukan langsung ke PT Pertamina. Pihak 

Pertamina juga tidak lagi mempermasalahkan penggunaan merek 

dengan karakter pertamini karena pihak pertamina menilai bahwa 

merek dengan karakter pertamini dinilai sudah melekat di 

masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dapat 

direkomendasikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam hal 

kepemilikan merek dagang yang sesuai dengan pengaturan merek yang 

berlaku, juga dengan itikad baik dalam pelaksanaannya, yaitu: 

a. Bagi masyarakat, perlu adanya pengetahuan lebih dalam mengenai 

pembentukan karakter merek agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti adanya kesamaan merek terhadap merek lain yang 
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lebih dulu ada maupun kesadaran tentang itikad baik dalam 

penggunaan merek dagang agar tidak terjadi persaingan usaha yang 

tidak baik kedepannya. Sedangkan bagi badan usaha yang ingin 

membuat dan mendaftarkan mereknya harus lebih kreatif, inovataif 

dan juga paham terhadap tatacara pendaftaran yang benar sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku agar tidak terjadi sengekta 

merek yang tidak diinginkan.   

b. Bagi Pemerintah, perlu adanya sikap yang tegas terhadap penegakan 

hukum perihal merek agar terciptanya persaingan usaha yang baik 

dan pengambilan keputusan yang tepat terhadap sengketa yang terjadi 

di masyarakat. 
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